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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

a. bahwa petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, belum
memasukan Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan
Timur sebagai pelaksanaan perjalanan dinas sehingga
perlu disempurnakan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 ten tang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Oinas Oi Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERJALANAN OINAS 01 LINGKUNGANPEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR
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GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

TENTANG

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
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1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD
pegawai dalam penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah provinsi.

7. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan
jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 28, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2020 Nomor 1).

Pasal I

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1133);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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9. Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan
Fungsional pada instansi pemerintahan.

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta
digaji menurut peraturan perundang-undangan.

13. Non PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja di lingkungan
Pemerintah Provinsi berdasarkan kontrak kerja.

14. Diluar PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi
tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan
sesuai dengan bidang keahliannya.

15. Tim Gubernur Untuk Pengawaalan Percepatan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat TGUP3 adalah tenaga PNS dan non PNS yang
memiliki keahlian dan dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas
khusus dalam membantu Gubernur.

16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana
perjalanan dinas.

17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak menerbitkan Surat
Perintah Tugas.

18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah
kepada PejabatjPNS,CPNS, Non PNS untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas sesuai Surat Perintah Tugas.

19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota
darr/ atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju
melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula didalam
negen.

20. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan
yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan
pindah dan bukan atas permintaan sendiri.

21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas
keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Indonesia untuk
kepentingan Negara.

22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja
ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh
pejabat daerab / pegawai negeri, di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur atas perintah pejabat berwenang yang dananya berasal
dari APBD.

23. Lumpsum adalah sejumlah uang yang dibayarkan sekaligus.

24. At cost atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.
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(5) Dalam hal maskapai penerbangan menerapkan pemilihan kursi
penumpang, maka biaya pemilihan kursi pesawat hanya dapat dibayarkan
untuk Gubernur jWakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Anggota DPRD, PNS, CPNS, TGUP3, BP-BKT, Non PNSjDiluar PNS standar
tiket pesawat kelas ekonomi.

(3) Gubernur jWakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya dapat menggunakan transportasi pesawat udara dengan standar
tiket pesawat kelas bisnis.

(2) Biaya kelebihan bagasi terkait dengan dokumenj barang kedinasan dapat
dibayarkan secara at cost.

(1) Biaya transportasi pesawat udara dan biaya tranportasi lainnya dibayarkan
secara at cost atau biaya riil,

Pasal8

3. Ketentuan ayat (4)Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pelaksana perjalanan dinas dapat dilakukan oleh :
a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Pimpinan DPRD;
c. Anggota DPRD;
d. Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan;
e. Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar jTim Ahli DPRD;
f. PNS;
g. CPNS;
h. Non PNS; dan
1. diluar PNS.
J. Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur.

Pasa15

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut DPA-SKPDadalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

26. Pendamping adalah Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi, Pramu
Pimpinan.

27. Keadaan Kahar adalah keadaan tertentu, atau di luar kondisi normal yang
disebabkan oleh kegiatan bencana alam, kerusuhan masal, tidak ada
penerbangan, atau kondisi tertentu lainnya yang tidak ada direncanakan
sebelumnya.

28. Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat
BP-BKT adalah tenaga PNS dan Non PNS yang memiliki keahlian dan
dibentuk oleh Gubernur.
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(10)Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPD untuk
perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.

(9) Perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar SPT dan SPD dari pejabat yang
berwenang.

(8) Persetujuan Perjalanan Dinas Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat
Pelaksana, CPNS, Non PNS dan diluar PNS di lingkungan UPTD, disetujui
oleh Kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat Daerah induk, apabila
Kepala UPTD tidak berada ditempat, disetujui oleh pejabat yang ditunjuk.

(7) Persetujuan Perjalanan Dinas Kepala UPTD yang berada satu kota dengan
Perangkat Daerah induk disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah Induk
sedangkan Kepala UPTD yang berada tidak satu kota dengan Perangkat
Daerah Induk, maka disetujui oleh kepala UPTD atas nama Kepala
Perangkat Daerah induk.

(6) Persetujuan Perjalanan Dinas Pejabal Administrator, Pejabat Pengawas,
Fungsional, Pejabat Pelaksana, CPNS, Non PNS dan Diluar PNS di
lingkungan masing-masing SKPD terlebih dahulu harus mendapat
persetujuany perintah zizin dari Kepala SKPD.

(5) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempa t, maka persetujuan /
perintah/izin diterbitkan oleh pelaksana tugas /pelaksana harian.

(4) Asisten Sekretaris Daerah, Star Ahli, TOUP3, BP-BKT, Kepala Perangkat
Daerah, Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
Pejabat Fungsional Utama yang ditempatkan di Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dalam melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu
harus mendapat persetujuan/ perintah/ izin dari Sekretaris Daerah.

(3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan atau tidak berada
ditempat, dalam keadaan mendesak Sekretaris Daerah dapat melaksanakan
perjalanan dinas dengan persetujuan Sekretaris Daerah atas nama
Gubernur/Wakil Gubernur.

(2) Sekretaris Daerah apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu
mendapat persetujuan/perintah/izin dari Gubernur/Wakil Gubernur.

(1) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat
persetujuao / perintah z izin dari pejabat yang berwenang dengan
mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.

Pasal 15

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:

(7) Dalam hal bukti transportasi tidak dapat diproses atau hilang atau sebab
lainnya, maka dapat dibuat Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kesulitan memperoleh saran a
tranportasi sehingga diperlukan biaya tambahan atau tidak sesuai standar
yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dapat
diberikan tambahan biaya at.as biaya tiket pesawat sesuai kebutuhan riilnya
dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA_
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(1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (11) ditandatangani oleh :
a. SPT Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dan

apabila Gubernur tidak berada ditempat, SPT Wakil Gubernur
ditandatangani oleh Wakil Gubernur;

b. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD dan
dalam hal kondisi mendesak dan/ atau Ketua DPRD tidak berada
ditempat, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;

c. SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur /Wakil Gubernur,
dan dalam hal kondisi mendesak dan/ atau Gubernur /Wakil Gubernur
tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

d. SPT Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, TGUP3, BP-BKT dan
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk kecuali RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan SPT
ditandatangani oleh Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, atas
nama Sekretaris Daerah;

e. SPT Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas
nama Sekretaris Daerah, dan apabila tidak berada ditempat, SPT
ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk;

f. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat
Pelaksana, CPNS, Non PNS dan Diluar PNS di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Kepala Biro
dilingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan apabila
Kepala Biro tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang
ditunjuk;

g. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat
Pelaksana, CPNS, Non PNS dan Diluar PNS di lingkungan masing-masing
SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, dan apabila Kepala SKPD tidak
berada ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk;

h. SPT Kepala UPTD yang berada satu kota dengan Perangkat Daerah induk
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah lnduk sedangkan Kepala
UPTD yang berada tidak satu kota dengan Perangkat Daerah lnduk,
maka SPT ditandatangani oleh kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat
Daerah induk;

Pasal 16

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 huruf d diubah sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai beriku t :

(13)Pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan panjar, dan
dipertanggungjawabkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(ll)Penerbitan SPT dan SPD untuk melaksanakan perjalanan dinas setelah
mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang.

(12)B~gi pelaksana perjalanan dinas seperti dalam rangka rapat koordinasi,
orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah
Provinsi Kalimantan Timur penandatanganan keberangkatarr/ kedatangan
pada SPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan
dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan seminar, workshop, pelatihan
dan/ atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh
panitia pelaksana/ tempat pelaksanaan.
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2020 NOMOR 41

MUHAMMADSA'BANI

ttd

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM

KEPALABIRO HUKUM,

Diundangkan di Samarinda
pad a tanggal 14 Juli 2020

ISRAN NOOR

ttd

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

PasalII

(3) Permohonan perjalanan dinas Kepala Perangkat Daerah dan/ atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang telah mendapat persetujuan, SPT diproses
lebih lanjut oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1. SPT Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat Pelaksana, CPNS, Non PNS
dan Diluar PNS di lingkungan UPTD, ditandatangani oleh Kepala UPTD
atas nama Kepala Perangkat Daerah induk, apabila Kepala UPTD tidak
berada ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk;

J. SPT Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur atas nama Sekretaris Daerah;

k. SPT Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Fungsional, CPNS, Non PNS
dan Diluar PNS pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung,
apabila Kepala Badan Penghubung tidak berada ditempat, SPT
ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk; dan

l. SPT Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD ditandatangani
oleh Sekretaris Dewan DPRD, apabila Sekretaris DPRD tidak berada
ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

(2) Pelaksanaan perjalanan dinas yang melibatkan Perangkat Daerah lain,
maka SPT dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan pelaksana perjalanan
din as yang bersangkutan.
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